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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian mengenai:"Larangan Menikah Di Bulan Apit 

Katubah Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Ulama (Studi Kasus Kecamatan 

Lembah Sorik Marapi) ", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tokoh Agama  di Kecamatan Lembah Sorik Marapi secara umum 

menolak larangan menikah di bulan Apit Katubah , karena Islam tidak 

mengatur waktu pernikahan secara khusus, bahkan Nabi Muhammad saw 

menikahi Zainab bin Jahsi di bulan dzulqaidah ataupun Apit Katubah 

tahun ke-5 hijriah dan menikahi Maimunah binti Al-Haris dibulan 

dzulqaidah tahun ke-7 hijriah, itu sebabnya hal ini lebih merupakan tradisi 

budaya lokal. 

2. Tokoh Adat masih mempertahankan larangan menikah di bulan Apit 

Katubah sebagai bagian dari kepercayaan yang diwariskan, meskipun ada 

kecenderungan untuk lebih fleksibel dan memberikan izin jika keadaan 

mendesak. 

3. Larangan menikah di bulan Apit Katubah di Kecamatan Lembah Sorik 

Marapi bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan telah menjadi 

bagian dari sistem sosial, budaya, dan hukum masyarakat yang saling 

terkait, meskipun tradisi ini masih dijaga oleh sebagian besar warga 

sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, namun tantangan 

zaman khususnya dari generasi muda yang lebih kritik menunjukkan 

bahwa keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan tokoh adat 

dan agama dalam menjelaskan nilai-nilai di balik larangan tersebut secara 

rasional dan kontekstual di tengah dinamika masyarakat modern.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Untuk Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi larangan 

menikah di bulan Apit Katubah. Tradisi dan adat istiadat yang telah 

diwariskan secara turun-temurun merupakan kekayaan budaya yang 

patut dihargai. Namun, masyarakat juga diharapkan dapat menelaah 

secara kritis nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut agar 

tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun logika rasional. 

2. Untuk Tokoh Adat dan Ulama 

       Tokoh adat dan tokoh ulama diharapkan dapat terus menjalin 

kerja sama dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada 

masyarakat mengenai latar belakang larangan menikah di bulan Apit 

Katubah. Edukasi yan disampaikan hendaknya tidak hanya 

mempertahankan nilai-nilai budaya, tetapi juga mengedepankan 

penyesuaian dengan nilai-nilai keagamaan agar tidak menimbulkan 

pertentangan atau kebingungan di tengah masyarakat. 

3. Untuk Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait 

       Pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dan keagamaan 

diharapkan dapat memfasilitasi forum-forum diskusi yang 

mempertemukan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat guna 

membahas serta melestarikan nilai-nilai budaya yang ada tanpa 

mengesampingkan perkembangan zaman dan ajaran agama. 

4. Untuk Peneliti Selanjutnya 

     Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup 

dan kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 

disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan pendekatan 

yang berbeda, seperti pendekatan psikologis atau sosiologis, guna 

menggali dampak dari larangan ini terhadap perilaku sosial dan pola 

pikir masyarakat. 
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